BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang
Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan
Perangkat Desa,perlun- dilakukan penyesuaian
kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun tentang
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun
2021,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
undang Nomor 53  Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,



10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 130);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119
Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan
Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri  Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1035);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 219/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 dalam Rangka Mendukung
Penangganan Pandemi Corona Vims Disease 2019
(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5;
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62

Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1

(1)

2

©)

4

©)

Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 16

Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah
Desa.

Permohonan ADD dilampiri dengan:

a. usulan rencana kegiatan dalam RKPDesa yang disepakati BPD dan
direkomendasikan Camat; dan

b. surat keputusan kepala Desa tentang penunjukan Kaur Keuangan Desa.

ADD diberikan kepada pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa dan
merupakan bagian dari pendapatan transfer Desa.

Untuk Pengajuan Alokasi Dana Desa sudah mengunakan Sistem Aplikasi
Keuangan (siskeudes).

Pencairan ADD untuk Siltap, Tunjangan Kades dan Perangkat Desa serta
Tunjangan BPD dilakukan 10 (sepuluh) tahap vyaitu :

a. Tahap I untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2021 ;

b. Tahap Il untuk bulan April 2021;

c. Tahap Hllluntuk bulan Mei 2021;



(6)

(7)

(8
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Tahap IV untuk bulan Juni 2021;
Tahap Vuntuk bulan Juli 2021;

Tahap VI untuk bulan Agustus 2021;
Tahap VIl untuk bulan September 2021;
Tahap VIl untuk bulan Oktober 2021;
Tahap IXuntuk bulan November 2021;
Tahap Xuntuk bulan Desember 2021.

Persyaratan Pencairan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5 huruf a

adalah:

a. Surat permohonan pencairan;

b. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Siltap dan
Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD;

c. Fotocopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Pelantikan BPD;

d. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa;

e. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kaur
Keuangan Desa;

f. rincian Siltap dan tunjangan pemerintah desa dan tunjangan BPD;

g. fotocopi buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa,;

h. fotocopi KTP kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan

I.

kwitansi bermaterai Rp. 10.000.

Persyaratan Pencairan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf b sampai
huruf j adalah :

a.
b.

surat permohonan pencairan ;

fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Siltap dan
Tunjangan Kepala Desa, Prangkat Desa (jika ada perubahan);

fotocopi Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Pelantikan BPD
(jika ada perubahan);

fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa (jika ada
perubahan);

fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kaur
Keuangan Desa (jika ada perubahan);

rincian Siltap dan tunjangan pemerintah desa dan tunjangan BPD;

g. fotocopi amprah gaji, tunjangan kepala desa, perangkat Desa dan

.
j.

K.

Tunjangan BPD yang sudah ditandatangani bulan sebelumnya;
Fotocopi bukti setoran pajak tunjangan bulan sebelumnya;
fotocopi buku Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa;
fotocopi KTP kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa; dan
kwitansi bermaterai Rp. 10.000.

Pencairan ADD untuk Operasional Desa dan Operasional BPD dilakukan 6
(enam) tahap yaitu :

h® oo oo

Tahap luntuk bulan Januari dan Februari 2021
Tahap Il untuk bulan Maret dan April 2021

Tahap Il untuk bulan Mei dan Juni 2021

Tahap IV untuk bulan Juli dan Agustus 2021

Tahap V untuk bulan September dan Oktober 2021
Tahap VI untuk bulan November dan Desember 2021



©)

(10)

(11)

Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yang
diajukan oleh Desa setelah diverifikasi oleh Kecamatan, akan diverifikasi
Tim Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, apabila
dinyatakan layak maka akan diajukan proses pencairan ketahap
berikutnya, jika tidak layak maka dikembalikan ke Desa untuk diperbaiki.

Persyaratan Pencairan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8 huruf a

adalah:

a. Surat permohonan pencairan;

b. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Staf Pendukung;

c. Fotocopi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2021 beserta
lampiran;

d. Fotocopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun
2021 beserta lampiran;

e. Laporan Realisasi Operasional Desa dan Operasional BPD tahun
sebelumnya;

f. Fotocopi bukti setoran pajak Operasional tahun sebelumnya

g. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PPKD dan
TPK;

h. Fotocopi buku Rekening Bank atas nama pemerintah Desa,;

i. Fotocopi NPWP Pemerintah Desa;

J. Fotocopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;

k. Pakta integritas bermaterai Rp. 10.000;

|. Berita acara serah terima bantuan keuangan; dan

m. Kwitansi bermaterai Rp. 10.000.

Persyaratan Pencairan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) huruf b sampai

huruf fadalah:

a. surat permohonan Pencairan;

b. fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Staf Pendukung (jika ada
perubahan);

c. Fotocopi Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2021 beserta lampiran
(jika ada perubahan);

d. Fotocopi Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun
2021 beserta lampiran (jika ada perubahan);

e. Laporan Realisasi Operasional Desa dan Operasional BPD bulan
sebelumnya;

f. Fotocopi bukti setoran Pajak Operasional bulan sebelumnya;

g. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PPKD dan
TPK (jika ada perubahan);

h. Fotocopi buku Rekening Bank atas nama pemerintah Desa,;

I. Fotocopi NPWP Pemerintah Desa,;

j. Fotocopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;

k. Pakta integritas bermaterai Rp.10.000;

I. Berita acara serah terima bantuan keuangan; dan

m. Kwitansi bermaterai Rp. 10.000.



(12) Pencairan ADD untuk Kegiatan dan Insentif RT dan RW dilakukan 3 (tiga)

tahap yaitu :
a. Tahap I (satu) sebanyak 40 % (empat puluh persen);
b. Tahap Il (dua) sebanyak 30 % (tiga puluh persen); dan
c. Tahap Il (tiga) sebanyak 30 % (tiga puluh persen);

(13) Permohonan Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), yang
diajukan oleh Desa setelah diverifikasi Kecamatan, akan diverifikasi Tim
Verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, apabila dinyatakan
layak maka akan diajukan proses pencairan ketahap berikutnya, jika tidak
layak maka dikembalikan ke Desa untuk diperbaiki.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 17

Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (12)
huruf a adalah :

®o0 o

« mh

cC v S O0o

Surat Permohonan pencairan

Fotocopi Peraturan Desa tentang RPJMDes beserta lampiran;

Fotocopi Peraturan Desa tentang RKPDes beserta lampiran;

Fotocopi Peraturan Desa tentang APBDes beserta lampiran;

Fotocopi Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes 2021
beserta lampiran;

Fotocopi Peraturan Desa tentang kewenangan Desa;

Fotocopi Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2020;

Surat pernyataan kepala Desa telah menyetor dan melunasi pajak
tahun sebelumnya diketahui oleh Camat;

Menyetorkan Silpa Tahun 2020 dengan melampirkan fotocopy
rekening koran bulan Januari tahun 2021;

Laporan Realisasi Kegiatan tahun sebelumnya;

Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya,;

Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Pemerintah
Desa bermaterai Rp. 10.000;

Fotocopi surat keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan
Penunjukan Perangkat Desa dan RT, RW;

Fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kaur
Keuangan Desa Tahun 2021;

Fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PPKD
dan TPK;

Fotocopi buku Rekening Bank atas nama pemerintah Desa;

Fotocopi NPWP Pemerintah Desa;

Fotocopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;

Pakta integritas bermaterai Rp. 10.000;

Berita acara serah terima bantuan keuangan; dan

Kwitansi bermaterai Rp. 10.000.



2

Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (12)

huruf b dan c adalah :

a. Surat Permohonan pencairan

b. Fotocopi Peraturan Desa tentang APBDes beserta lampiran (jika ada
perubahan);

C. Fotocopi bukti setoran pajak Kegiatan tahap sebelumnya;

d. Laporan Realisasi Kegiatan tahapan sebelumnya;

e. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Pemerintah
Desa bermaterai Rp. 10.000;

f. Fotocopi surat keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan
Penunjukan Perangkat Desa dan RT, RW (jika ada perubahan);

g. Fotocopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kaur
Keuangan Desa Tahun 2021 (jika ada perubahan);

h. Fhotocopy Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PPKD
dan TPK;

I. Fotocopi buku Rekening Bank atas nama pemerintah Desa;

J. Fotocopi NPWP Pemerintah Desa;

k. Fotocopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa;

l. Pakta integritas bermaterai Rp. 10.000;

m. Berita acara serah terima bantuan keuangan; dan

n Kwitansi bermaterai Rp. 10.000.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

)

©)

(4)
©)

Pasal 19

Perjalan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dari tempat kedudukan di
wilayah kecamatan lain didalam wilayah Kabupaten Karimun, di mana
perjalanan Dinas Dalam Daerah ini dapat dilaksankan lebih dari 8 (delapan
jam atau kurang dari 8 (delapan) jam.

Perjalanan Dinas Luar Dearah adalah Perjalanan Dinas di luar wilayah
Kabupaten karimun dan dalam wilayah Republik Indonesia.

Biaya Perjalanan Dinas yaitu sejumlah uang yang di berikan kepada
Pelaksanan Perjalanan Dinas sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan
Perjalanan Dinas yang besaran dan peruntukan telah di tentukan.

Tempat Kedudukan adalah Lokasi /Kota berada.

Tempat tujuan adalah Lokasi/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 21

Perjalanan Dinas Perangkat Desa dan Staf Pendukung baik di dalam mau
pun di luar Kecamatan, Surat Perintah Tugas di tandatangani Kepala Desa.
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©)
4)
©)

(6)

10

Perjalanan Dinas Kepala Desa, Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD baik di
Dalam maupun di Luar Kecamatan, Surat Perintah Tugas ditandatangani

Camat.

Perjalanan Dinas Sekretaris dan Anggota BPD baik di Dalam maupun di
luar Kecamatan, Surat Perintah Tugas ditandatangani Ketua BPD

Besaran Perjalanan Dinas untuk Kepala Desa, Ketua BPD dan Wakil Ketua
BPD disetarakan dengan perjalanan Dinas ASN golongan IV.

Besaran Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Desa, Sekretaris BPD,
Perangkat Desa lainnya serta Staf pendukung disertakan dengan Perjalanan
Dinas ASN golongan III.

Besaran Biaya Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa dan BPD di tetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan
Bupati Karimun Nomor 71 tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Karimun.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan

Bupati ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 MARET 2021

BUPATI KARIMUr

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 MARET 2021

RAH KABUPATEN KARIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 14



